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BAB V

PENUTUP
5.1  Kesimpulan

1. Peningkatan mutu pelayanan publik merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh dinas kepemerintahan, hal ini juga berlaku bagi  pengelolaan perizinan. Dengan adanya PPTSP diharapkan pengelolaan perizinan dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat umum. Desain dari SIM PPTSP yaitu khusus untuk mendukung RDBMS (Relations Data Base Management System) yaitu sebuah konsep database yang memiliki hubungan antar table/relasi antara table yang satu dengan yang lainnya (table: sebuah pengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang sama). Penggunaan RDBMS memiliki kelebihan berupa korelasi antar data/terdapat data yang sama didalam basis data dapat dihindari serta kelebihan-kelebihan yang lainnya. Aplikasi SIM PPTSP dibangun khusus untuk membantu kinerja intern PPTSP Kota Cimahi dalam mengelola perizinan. Penanganan entry data perizinan, pengolahan data perizinan, hingga pencetakan berkas perizinan dapat dikelola secara elektronik menggunakan aplikasi SIM PPTSP. Dengan aplikasi SIM PPTSP diharapkan dapat meningkatkan kinerja PPTSP Kota Cimahi dalam pengelolaan perizinan. Permasalahan yang terjadi pada SIM PPTSP sebenarnya rentan terhadap peraturan perundang-undangan  karena perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu dapat berubah-ubah sehingga bisnis proses pada aplikasi SIM PPTSP harus selalu menyesuaikan perundang-undangan tersebut. SIM PPTSP dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dalam pelayanan publik seperti cek status pada perusahaan atau pemohon perizinan; informasi produk sudah cukup jelas; download form dan lain-lain. Hasil penelitian hambatan pada penerapan SIM PPTSP pada umumnya adalah sosialisasi kepada operator dan masyarakat serta infrastruktur. Sedangkan hambatan pada penerapan SIM PPTSP dalam proses IPPT adalah keakurasian data, karena tugas sebagai operator atau entry data harus dapat mengetahui data mana yang akan dimasukkan dan data tersebut dibenarkan keasliannya karena kepemilikan tanah merupakan barang yang kepemilikannya selalu berpindah-pindah tangan sehingga terkadang diperlukan langsung mendatangi obyek perizinan selain untuk mengukur obyek tersebut.

2. Informasi pada SIM PPTSP telah disediakan secara tepat atau tersedia dalam sebuah format yang dapat ditampilkan via internet atau touch screen (accesible). Hal ini dilakukan dalam rangka mempersingkat waktu pelayanan, meningkatkan transparansi, mengakuratkan data, meningkatkan koordinasi antar bagian dan mengintegrasikan informasi sehingga PPTSP Kota Cimahi dilengkapi dengan perangkat sistem informasi berbasis IT yang telah dikembangkan. Keuntungan yang di ambil dalam SIM PPTSP adalah database yang terintegrasi, Fast searching data, percepatan proses dan transparansi pada data maupun biaya. Dilihat dari segi keuntungan maka, manfaat SIM PPTSP yang diharapkan adalah adanya transparansi proses administrasi dan biaya dimana status proses dapat diamati oleh operator dan pemohon surat izin; Kecepatan proses; integritas data dan data yang accessible. Sumber informasi tentang PPTSP dapat bersifat internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari PPTSP itu sendiri, misalnya diperoleh dari sistem informasi. Sumber data ekternal dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan melalui PPTSP, pemerintah Kota Cimahi telah membuat berbagai media informasi yang diantaranya adalah leaflet dan buku saku, papan informasi di luar dan dalam gedung PPTSP serta billboard di jalan-jalan protokol. Konsistensi data dalam SIM PPTSP dapat dikatakan baik walaupun banyak relasi (relationship) antara modul-modul. Untuk informasi dari SIM PPTSP yang ditujukan sudah tepat dengan tujuan-tujuan dalam pelayanan publik, karena sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam pelayanan, transparansi informasi sudah disediakan, perhitungan retribusi cukup transparan dan kritk atau pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
3. Dengan cukup tingginya frekuensi permohonan izin, maka dibutuhkan sarana transportasi untuk pemeriksaan lapangan yang memadai. Saat ini dengan 1 (satu) buah kendaraan roda 4 dan 4 (empat) buah kendaraan roda 2 dirasakan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan yang cukup tinggi. Tugas pelayanan perizinan merupakan tugas yang berhadapan langsung dengan pemohon yang memiliki karakter berlainan, sehingga memiliki beban psikologis yang tinggi, disamping berkaitan dengan lalu lintas uang, oleh karena itu pemberian insentip khusus sangat diharapkan untuk menepis berbagai kemungkinan.
4. PPTSP Kota Cimahi secara operasional sudah dapat berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, namun demikian sebagaimana lajimnya suatu unit kerja yang baru dibentuk, tentunya tidak otomatis semuanya dapat berjalan dengan mulus dan lancar, PPTSP Kota Cimahi pun demikian adanya, beberapa permasalahan masih muncul walaupun tidak mengganggu kegiatan operasional secara langsung. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah izin yang ditangani dirasakan masih belum seimbang, saat ini jumlah pegawai seluruhnya termasuk 1 (satu) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Seksi sebanyak 27 orang dengan jumlah izin yang ditangani sebanyak 60 izin. Berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhitungan frekuensi izin yang masuk, idealnya kebutuhan jumlah pegawai adalah 30 – 35 orang. Untuk mengatasi hal tersebut maka efisiensi dan pemberdayaan tugas pegawai ditingkatkan dengan cara penerapan tugas rangkap yaitu untuk petugas proses (back office) dan petugas loket (front office) difungsikan juga sebagai petugas pendamping pemeriksa lapangan. Secara umum koordinasi antara petugas PPTSP dengan Tim Teknis sudah berjalan lancar, namun demikian mengingat rasio jumlah pegawai secara keseluruhan pada lingkup Pemerintah Kota Cimahi masih belum memadai, maka personil Tim Teknis yang tugas pokoknya pada dinas teknis, sehingga apabila ada perintah tugas yang bersamaan dari PPTSP dan dinas teknisnya, maka biasanya lebih mengutamakan tugas pokoknya. Hal ini akan berdampak langsung pada mulurnya waktu penyelesaian izin yang sudah ditetapkan.
5.2  Saran

1. Aplikasi SIM PPTSP akan lebih baik apabila dibuat atau disusun suatu perencanaan pembangunan aplikasi yang coustumizesable, upgradable yang dapat menyesuaikan  peraturan perundang-undangan yang rentan terhadap perubahan.

2. Mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pola kelembagaan Pelayanan Perizinan yang berada di bawah lingkup bidang penanaman modal sudah tepat, tinggal bentuk kelembagaannya (Badan atau Kantor) disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Transparansi proses administrasi dan biaya(status proses dapat diamati oleh operator dan pemohon izin

4. Gambaran tentang Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIM PPTSP) di Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, yang mana dalam perjalannnya secara operasional sudah berjalan cukup baik dan membawa dampak positip terhadap perkembangan dunia usaha di Kota Cimahi dan tentunya sasaran yang menjadi tujuan utama yaitu peningkatan investasi di daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sudah mulai menampakan hasil yang cukup signifikan, walaupun beberapa permasalahan ataupun kendala masih muncul tapi secara operasional tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tentunya akan terus diupayakan termasuk peningkatan sarana prasarana dan koordinasi dengan dinas teknis untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
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